
 
 

 
 

BUPATI MAJENE 
PROVINSI SULAWESI BARAT 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE 
NOMOR 6 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN PERTAMA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2010 

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAJENE, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peraturan Daerah 
Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi 
Tempat Rekreasi dan Olahraga dipandang perlu untuk 

diubah dan menyesuaikan dengan kondisi daerah 
Kabupaten Majene sehingga perlu di tinjau kembali untuk 
melakukan revisi tarif Peraturan Daerah tersebut;   

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi 
Tempat Rekreasi dan Olahraga; 

 
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1981 Nomor 76, Tambahan  Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor, 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
NomoI 4400);  
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6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);  

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438);  

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966);  

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5233); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 
13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Pertama atas Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 
Nomor 3); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE 

dan 

BUPATI MAJENE  

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 

TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN 
OLAHRAGA.  

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Majene Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat 

Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Majene 
Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Majene Nomor ), diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Bab VI Pasal 8 ayat (2) diubah dan ditambah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 8 

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, 

lokasi dan jangka waktu pemakaian. 
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(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) termuat dalam lampiran Peraturan Daerah ini. 

 
2. Diantara BAB XIV dan BAB XV disisipakan 1 (satu) BAB dan 

1 (satu) Pasal yaitu BAB XIVA Pasal 18A, sehingga BAB XIVA 

Pasal 18A berbunyi sebagai berikut: 
 

BAB XIVA 

INSENTIF PEMUNGUTAN 
 

Pasal 18A 

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat 
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene. 
 

Ditetapkan di Majene 

pada tanggal 12 September 2014 
 

BUPATI MAJENE, 
 

ttd 
 

H. KALMA KATTA 

Diundangkan di Majene 
pada tanggal  22 September 2014 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, 
 

ttd 
 

H. SYAMSIAR MUCHTAR M. 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2014 NOMOR 6. 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum 

 

ttd 
 

MUH. RADI, SH 

Pangkat : Pembina Tk. I  

NIP. 19621231 199703 1 027 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT: 

23 TAHUN 2014 


